
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengamatan dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai 

prosedur pengajuan dan penerbitan SP2D pada Penatausahaan Daerah BPKAD Kota 

Padang, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Banyaknya terjadi kekeliruan ataupun kecurangan oleh karena itu 

bendahara pengeluaran meminimalisir terjadinya kesalahan dalam 

pengajuan dan penerbitan SP2D dan juga terhadap kesalahan pada bagian 

administrasi. 

2. Masih sering terjadinya kekeliruan dalam penegtikan atau salah 

penginputan data di laman SIPKD yang membuat pekerjaan tersebut 

diulang kembali sehingga menunda penerbitan SP2D. 

3. Dalam proses penerbitan SP2D harus sesuai dengan peraturan administratif 

yang ada karena menyangkut keluarnya kas daerah. 

5.2 Saran 

Untuk Penerbitan SP2D pada wilayah kota Padang untuk segera menetapkan 

atau menyetujui rancangan Prosedur SP2D online dengan menggunakan aplikasi 

seperti pada wilayah DKI Jakarta yang diaplikasinya dilengkapi dengan yang sudah 

ada pada BPKAD seperti e-budgeting APBD, Aplikasi pengelolaan SIPKD, 

Pengumuman tentang pencairan APBD 



 

 
 

Setiap OPD yang mengajukan SPM untuk dicairkan harus mengikuti Tata 

tertib administrasi yang berlaku untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan 

anggaran, Walaupun sudah ada tata tertib untuk mengajukan SP2D masih banyak 

terjadinya kecurangan oleh karena itu Pejabat – pejabat pengelola keuangan daerah 

harus memiliki kesadaran diri untuk tidak melakukan penyelewengan kekuasaan. 

 

 

 

 

 


